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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai Kajian Terhadap Rencana Keikutsertaan Indonesia Dalam Trans-Pacific

Partnership Ditinjau dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(UU Nomor 5 Tahun 1999) yang menggunakan metode penelitian normatif dengan bahan hukum yang

diperoleh dari studi pustaka meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundangundangan

dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur. Trans-Pacific Partnership merupakan salah

satu perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk oleh Amerika Serikat yang terdiri dari 12 negara anggota

dan merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama yang menyertakan pengaturan tentang Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) dalam satu bab khusus. Mengingat BUMN mempunyai peranan penting di

Indonesia, maka perlu kiranya dilakukan kajian untuk melihat apakah pengaturan dari perjanjian tersebut

bersinggungan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya Undang-

Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) dan

UUD 1945. Perjanjian ini berusaha menghilangkan hak istimewa BUMN agar bersaing secara kompetitif

dengan perusahaan swasta dan asing lainnya. BUMN dianggap tidak efisien karena telah memonopoli bisnis

di level domestik melalui dukungan negara baik dalam bentuk pinjaman yang murah ataupun pengecualian

pajak. Namun bukan berarti pemerintah tidak dapat melindungi kepentingan BUMN untuk kesejahteraan

rakyat, dengan adanya pengaturan Non-Conforming Activities, negara dapat mengajukan daftar BUMN

yang dapat dikecualikan dari segala pengaturan perjanjian Trans-Pacific Partnership bab 17 yang memenuhi

ketentuan sehingga kemudian tidak akan bersinggungan dengan Undang-Undang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) dan pasal 33 UUD 1945. Namun

demikian tetap diperlukan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk bergabung, mengingat

akan banyak sektor perundangundangan yang akan dipengaruhi dari keikutsertaan ini.

......This Thesis discusses the Study of Indonesia's Participation Plan in Trans-Pacific Partnership Judging

from the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition Act (Law Number 5 Year

1999) using normative research method with legal material obtained from literature study covering legal

material Primers consisting of legislation and secondary legal materials comprising literature. The Trans-

Pacific Partnership is one of the United States' free trade agreements consisting of 12 member states and is

the first free trade agreement to include the regulation of State-Owned Enterprises (BUMN) in a special

chapter. Considering that SOEs have an important role in Indonesia, it is necessary to conduct a review to

see whether the arrangement of the agreement is tangent or not in accordance with the existing laws and

regulations in Indonesia, in particular the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business

Competition Act (Law Number 5 Year 1999) and UUD 1945. This Agreement sought to eliminate the
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privileges of state enterprises and compete competitively with other private and foreign companies. SOEs

are considered inefficient because they have monopolized business at the domestic level through state

support either in the form of cheap loans or tax exemptions. However, it does not mean that the government

can not protect the interests of SOEs for the welfare of the people, in the presence of the arrangement of

Non-Conforming Activities, the state may file a list of BUMNs that can be exempted from all arrangements

of the Trans-Pacific Partnership agreement 17 that fulfill the provisions so that it will not interfere with The

Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition Act (Law Number 5 Year 1999) and

Article 33 of the 1945 Constitution. Nevertheless, careful consideration is required before deciding to join,

considering that many sectors of legislation will be influenced from this participation.


